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berdasarkan keuntungan
ekonomis yang hilang akibat
kerusakan-kerusakan tersebut.
Praktis, ini tidak menyinggung
ihwal kerugian sosial-budaya.

Begitu pula dengan kebijakan
resmi Pemerintah. “Skema penyelesaian”
Pemerintah yang dituangkan lewat Peraturan
Presiden 14/2007 maupun versi revisinya,
Peraturan Presiden 48/2008, memperlakukan
seluruh kerugian warga korban menjadi aset
fisik semata. Warga korban yang memiliki aset
tanah dan bangunan mendapatkan uang tunai
dari aset yang dibeli Lapindo maupun
Pemerintah lewat dana APBN. Sementara,
warga korban yang tak punya aset akan

Tidak semua yang penting bisa dihitung. Inilah gambaran
kehancuran kehidupan sosial budaya korban lumpur
Lapindo. Coba bayangkan, ikatan kekeluargaan yang
terbangun dari generasi ke generasi kini cerai-berai.
Solidaritas antar tetangga yang merupakan buah
interaksi puluhan tahun kini rusak. Tradisi dan budaya
yang menjadi praktik bersama sejak nenek moyang,
yang menyatukan perasaan dan pengalaman, telah
musnah. Toh, semua yang begitu berarti itu tidak pernah
dimasukkan dalam “skema penyelesaian”, nyaris tidak
pernah diperhitungkan sebagai kerugian.

Simaklah laporan Badan Perencanaan Pembangunan
(Bappenas). Pada 2007, Bappenas sudah mengeluarkan
laporan mengenai kerusakan dan kerugian akibat
semburan lumpur Lapindo. Di situ disebut, kerusakan
dan kerugian akibat lumpur Lapindo mencapai 7,3 triliun
rupiah. Lalu ditambah dengan kerugian tidak langsung
yang mencakup potensi ekonomi yang hilang sekira 16,5
triliun rupiah. Di sini yang dihitung sepenuhnya adalah
kerusakan fisik, meliputi bangunan dan fasilitas pada
sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
Sektor sosial yang dimaksud adalah bangunan
pendidikan, tempat ibadah, pondok pesantren, dan panti
sosial. Sementara, kerugian tak langsung itu dihitung

sekadar mendapat santunan uang kontrak dua tahun dan
jatah hidup beberapa bulan. Kehidupan selanjutnya?
Silakan cari akal sendiri. Pekerjaan yang hilang,
pendidikan yang berantakan, kesehatan yang terus
menerus menurun—baik akibat kondisi lingkungan yang
makin memburuk maupun akibat tekanan mental yang
kian berat—juga silakan urus sendiri-sendiri. Apalagi,
ihwal sosial-budaya yang “tidak konkrit”, sudah pasti tak
masuk daftar pertimbangan.

Namun, apakah sudah semestinya seperti ini?
Apakah memang masalah sosial-budaya tidak bisa, dan
tidak perlu, masuk daftar kerugian? Mari dengar apa
yang dikatakan Michael Cernea, profesor antropologi
dari George Washington University, Amerika Serikat.
Profesor Cernea mengatakan, dampak disintegrasi
sosial, tercerai-berainya masyarakat, dan hancurnya
budaya sangatlah serius, meskipun tak kasatmata dan
tak bisa dikuantifikasi. “Rusaknya komunitas, hancurnya
struktur tatanan masyarakat, tercerai-berainya jaringan
formal dan informal, perkumpulan-perkumpulan,
merupakan kehilangan modal sosial yang sangat mahal

HancurHancur Komunitas
     NolNolNolNolNol     Pemulihan NolNolNolNolNol
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meski tak bisa dikuantifikasi,” tegas
Profesor Cernea.

Kehilangan modal sosial itu bisa
mengarah pada pemiskinan korban dari

segala sisi. Profesor Cernea sudah melihat ini setelah
mengamati dampak “pemindahan paksa” akibat aktifitas
pembangunan selama dua puluh terakhir ini di berbagai
negara di Asia, Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan
Amerika Latin. “Pemindahan paksa” (forced displace-
ment), ya, karena penduduk tidak secara sukarela
meninggalkan kampung halamannya. Tapi dipicu oleh
proyek pembangunan maupun proyek eksplorasi
sumberdaya alam (development-induced forced
displacement). Misalnya, pembangunan waduk, jalan
raya, cagar alam, pertambangan gas dan energi. Apa
yang dialami korban lumpur Lapindo tak lain merupakan
bentuk “pemindahan paksa” akibat pertambangan gas
dan energi.

Perpindahan paksa macam ini, kata Profesor Cernea,
mengakibatkan tercerabutnya komunitas yang ada,
hancurnya struktur organisasi sosial, ikatan antarpribadi,
dan sendi-sendi sosial. “Ikatan keluarga cenderung
hancur. Hubungan tolong-menolong yang menopang
keberlangsungan hidup, paguyuban-paguyuban lokal
sukarela, dan tatanan layanan mandiri masyarakat
hancur sudah. Destabilisasi kehidupan komunitas
cenderung melahirkan kondisi anomi, rasa tidak aman,
dan rasa kehilangan identitas kultural,” tandas penulis
the Economics of Involuntary Resettlement: Ques-
tions and Challenges ini.

Yang membuat korban kian rentan dan termiskinkan,
lanjut Profesor Cernea, tidak saja karena mereka
kehilangan tanah dan rumah. Lebih dari itu, korban
“pemindahan paksa” sekaligus mengalami kehilangan
akses terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum,
kehilangan kelompok dan jaringan sosial, bahkan terkena
marjinalisasi sosial dalam lingkungan baru atau
lingkungan sementara mereka tinggal. Ini berdampak
lebih lanjut pada kesulitan akses terhadap pekerjaan,
kesulitan pangan, bahkan kerentanan terhadap penyakit.

Dampak ikutannya saling terkait dan bisa membuat
korban makin termiskinkan lagi. Kehilangan pendapatan
bisa memicu marjinalisasi, atau keterkucilan sosial, dan
begitu pula sebaliknya. “Marjinalisasi ekonomi biasanya
berbarengan dengan marjinalisasi psikologis dan
marjinalisasi sosial. Ini muncul dalam bentuk turunnya
status sosial dan hilangnya kepercayaan diri warga,”
terang Profesor Cernea. Ketika korban terkucil secara

sosial, ia akan semakin sulit memperoleh akses terhadap
kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Ini persis dengan kenyataan yang dihadapi korban
Lapindo. “Kalau dulu, semasa masih di kampung, mudah
saja kalau mau butuh masak. Katakanlah kalau tidak
punya sayur, bumbu  dapur,  masih bisa minta tetangga.
Nanti kalau kita punya gula, bisa bagi juga ke tetangga.
Gotong royong gitu, Mas,” tutur Roy, seorang warga
korban dari Desa Siring yang sudah tenggelam. Tapi
sekarang, kata Roy, hidup makin susah, tetangga sudah
tercerai-berai ke mana-mana. “Semua sekarang
menjerit, Mas,” imbuh Roy.

Pola saling menopang kehidupan tetangga itu juga
tampak dalam budaya kolektif, semisal melalui acara-
acara informal keagamaan dan kemasyarakatan. Ada
banyak kegiatan orang desa yang mungkin tidak penting
jika dinilai secara ekonomis semata. Misalnya, kegiatan
keagamaan macam tahlilan setiap malam Jumat atau
Minggu, dziba’an, barzanji, ziarah makam, dan
seterusnya. “Dulu kami rajin dziba’an, sekarang tidak
pernah lagi,” tutur Anton, pemuda dari Desa
Renokenongo. Padahal rutinitas itu yang membuat
individu satu sama lain seperti “saudara”, sehingga apa
yang disebut dengan “modal sosial” itu terbentuk. Dan
ini tidak bisa dibangun kembali dalam hitungan hari,
melainkan tahunan bahkan puluhan tahun.

Singkat kata, kerugian sosial budaya bukan saja
penting, tapi bahkan merupakan taruhan hidup warga
korban. Dan jika negara ini ada, tentu ia akan melakukan
tindakan lebih nyata untuk mengatasi kerugian ini.
Terlebih, menurut hukum dan perundang-undangan yang
ada, hak-hak sosial budaya korban Lapindo telah
dilanggar. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi
melalui Undang-Undang No 11/2005 menunjukkan
diakuinya hak untuk menjadi bagian dari kehidupan
budaya (pasal 15) dan hak atas perlindungan terhadap
keluarga (pasal 9).

Hak atas keluarga ini juga ditegaskan dalam UU 39/
1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10. Pasal 11-15
undang-undang ini juga menegaskan dilindunginya hak
mengembangkan diri melalui berbagai aktifitas:
pendidikan, sosial, keagamaan, budaya, seni, dan lain-
lain. Undang-Undang No 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana pasal 59 (f) juga menegaskan
“pemulihan sosial, ekonomi, budaya”.

Artinya, terhadap praktik-praktik budaya, kegiatan
sosial, dan ikatan kekeluargaan yang ada, negara
berkewajiban untuk melakukan perlindungan. Sementara
jika hal itu dirusak, negara wajib memulihkan kembali.
Tapi hingga kini, negara tak kunjung hadir di Sidoarjo.

[ba]
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Budaya Hilang
Kehidupan Korban Muram

Kehidupan sosial budaya
korban Lapindo remuk
sudah, lahir dan batin.
Ikatan kekerabatan
hancur, yang berakibat

semakin rentannya
kehidupan sehari-hari. Begitu pula,

Porong Baru dan memulai
hidup dengan uang
kompensasi seadanya,
Mbok Lina tidak tahu
apakah di tempatnya yang baru
bisa kembali bekerja di sawah. Dia jelas
tidak tahu karakteristik orang-orang di

bambu, sendiri. “Buat gedek, mau bikin gubuk nanti
kalau sudah pindah,” ujarnya. Bersama sekitar 500
keluarga dari Desa Renokenongo, Mbok Lina nanti akan
pindah kalau sudah memperoleh uang ganti rugi. Dia
menyiapkan sendiri bambu-bambu itu.

Dulu, sewaktu di Dusun Sengon, Desa Renokenongo,
Mbok Lina merasa berbagai persoalan hidup lebih
ringan, karena ada kebersamaan, saling membantu.
Mbok Lina hidup juga dari adanya solidaritas yang
terbangun puluhan tahun ini. Dia mengerjakan sawah
milik tetangga. “Dulu iso nggarap sawah Haji Sarim,
Haji Daelan, Haji Karyo. Tak kurang haji-haji di Sengon
punya sawah yang bisa digarap,” kenang Mbok Lina.

Mbok Lina dulu bisa mengerjakan banyak hal di
sawah tetangga-tetangga itu. “Ya tanam, membersihkan
rumput dari padi, juga panen.” Dari kampung Mbok
Lina, sedikitnya ada enam orang yang turut bekerja di
sawah bersamanya.

Kini semua lenyap. Beberapa nama orang yang dulu
sering memberi bantuan pekerjaan, diceritakannya
meninggal beberapa waktu setelah lumpur meleduk.
“Sakit-sakitan memikirkan (krisis) Lapindo ini,” kata
Mbok Lina. Kalaupun tidak, mereka ini juga sudah tidak
lagi mampu membeli sawah karena belum selesai
pembayaran ganti rugi kepada mereka. Mbok Lina

tradisi dan budaya tak bisa lagi
dijalankan, yang lalu berefek
hilangnya kekuatan batin,
lenyapnya ingatan bersama,
yang telah lama menjadi daya
tahan ampuh dalam
menghadapi kerasnya hidup.

Tanyalah Mbok Lina, dia
akan tahu bagaimana
hidupnya berubah begitu
kekerabatan dan kehidupan
komunal itu lenyap. Sore itu, di
pengungsian Pasar Porong
Baru, Mbok Lina (65), sedang
membersihkan kulit buluh

menyebut salah seorang ahli waris yang sudah membeli
sawah di kawasan Tulangan, Sidoarjo.

Toh, Mbok Lina tidak bisa ikut membantu
mengerjakan sawah di sana. “Nggak begitu kenal sama
anaknya,” begitu alasan Mbok Lina. Tentu saja memang
tidak mudah membentuk lagi kebersamaan warga
seperti dulu. Perasaan saling kenal dan tepo seliro
bukan hal yang bisa muncul begitu saja dalam semalam.

Sekarang, Mbok Lina hanya menggantungkan hidup
dari pemberian lima orang anaknya: Buarin, Mulyono,
Roibah, Sriasih, dan Narto. Tapi anak-anaknya telah
hidup sendiri-sendiri. Praktis, Mbok Lina hanya tinggal
hidup berdua dengan suaminya Senawan (70) yang telah
sakit-sakitan. “Sejak pindah ke pasar (pengungsian), dia
sakit, kepikiran rumahnya yeng tenggelam.”

Untuk pembiayaan suaminya, Mbok Lina sudah
mengeluarkan biaya tidak kurang dari dua juta rupiah,
jumlah uang yang tidak sedikit bagi seorang tua yang
telah kehilangan rumah dan tidak punya penghasilan itu.
Dari anak-anaknya, Mbok Lina mengaku diberi uang
seminggu sekali rata-rata sekitar 30 ribu rupiah. “Itu pun
kalau sudah dapat gaji.” Dengan uang sebesar itu, Mbok
Lina dan suaminya harus menyiasati menyambung
hidupnya.

Bila nanti benar-benar harus keluar dari Pasar

Foto: Rere

Dulu, sewaktu di Dusun Sengon,
Desa Renokenongo, Mbok Lina
merasa berbagai persoalan hidup
lebih ringan, karena ada
kebersamaan, saling membantu.
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tempatnya yang baru nanti. Menurut
rencana, komunitas warga Renokenongo
ini akan pindah ke wilayah Desa
Tambakrejo, Kecamatan Krembung,

sebuah daerah di sebelah barat Kecamatan
Porong di sisi utara aliran Kali Porong. “Yo

embuh, semoga tetangga-tetangga nanti di sana
pengertian, tepo seliro,” ujar Mbok Lina, lirih.

Jika Mbok Lina merasakan betul kehidupan lahirnya
berantakan lantaran ikatan komunitas telah dihancurkan
Lapindo, Nawawi tahu rasanya kehidupan batin
terkoyak. Nawawi bin Zaenal Mansur (45) kini tak bisa
lagi nyekar di makam orang tua seperti dulu. Di hari
menjelang puasa yang sumuk itu, Nawawi bersama anak
dan istrinya duduk di atas pepuingan. Ia khusyuk berdoa.
Matanya menerawang ke arah sebuah kuburan umum
Dusun Renokenongo. Cuma terlihat pucuk kamboja
yang mengering. Kuburan itu telah lenyap.

Doa khusus dia tujukan pada Zaenal Mansur, sang
ayah, seorang pejuang kemerdekaan. Kali ini dia tak
membawa bunga dan tak bisa menaburnya di atas kubur
sang ayah. Tahun lalu, dia masih bisa ke kuburan
bapaknya karena air asin dan lumpur mengering. Ketika
itu dia lihat bendera merah putih dari seng di atas
kuburan sudah mulai peot.

Menjelang puasa tahun ini, Nawawi tak lagi bisa
nyekar. Nawawi tak habis pikir dengan Lapindo dan
pemerintah yang lamban menangani soal lumpur Lapindo
ini. Sudah dua tahun ini dia hidup berpindah-pindah.

Tak hanya kuburan Dusun Renokenongo yang
tenggelam. Kuburan Dusun Sengon, masih dalam Desa
Renokenongo, juga terendam di tengah lumpur di dalam
tanggul Lapindo. Penduduknya tak bisa lagi nyekar di
kubur keluarga mereka. Mereka hanya mendoakan dari
atas tanggul menghadap kuburan yang juga ditandai
gerumbul kamboja yang mengering.

Muhammad Yunus (40 tahun) adalah salah satu
warga Sengon yang keluarganya dimakamkan di
kuburan umum Dusun Sengon. Sore itu Yunus tak bisa
nyekar dan hanya mendoakan arwah keluarga dari atas
tanggul. Dia menangis melihat kubur orang-orang yang
dicintainya tenggelam oleh lumpur.

Soal kuburan yang tenggelam, menurut Yunus, tak
ada bahasan ganti rugi sama sekali. Penduduk sudah
pusing memikirkan tuntutan dasar mereka yang tak jelas
kapan dilunasi. Yunus ingin kuburan yang sudah
tenggelam ini dipindahkan ke tempat lain supaya dia bisa
berziarah. “Warga sebenarnya ingin makam dipindah,
kersane saget ziarah, supaya bisa ziarah.”

Soal kuburan ini tak hanya soal ziarah dan tradisi
yang hilang. Namun juga soal bagaimana kalau warga
dari kampung-kampung yang tenggelam ini mati.
Pertanyaannya, mau dimakamkan di mana mereka kalau
meninggal? Untuk warga Renokenongo yang kembali ke

desa karena kontrakannya habis dan mati mereka akan
dikuburkan di makam tetangga desa mereka,
Glagaharum.

Selama dua tahun pasca luapan lumpur, sudah 30
orang warga Renokenongo di pengungsian Pasar Baru
Porong yang meninggal. Mereka nebeng makam di
Desa Juwet Kenongo.

“Mereka dikumpulkan di pojok, tak boleh milih tempat
sembarangan,” tutur Nizar warga Renokenongo yang
mengungsi di Pasar Porong Baru.

Selain dua kuburan di Desa Renokenongo, kuburan-
kuburan di Desa Siring, Kedungbendo, Mindi, Jatirejo
Timur, Jatianom juga ditenggelamkan lumpur Lapindo.
Jelang Ramadlan warga Mindi melakukan aksi nyekar di
tanggul dan mendoakan leluhur mereka di sana.

“Di Jatirejo ada dua kuburan satu di Jatirejo Timur
dan Barat. Yang di Jatirejo Timur sudah tenggelam dan
yang di Barat masih,” tutur Ahmad Novik (29 tahun)
warga Jatirejo.

Sementara penduduk Besuki yang setengah
kampungnya ditenggelamkan lumpur masih beruntung
karena kuburan mereka masih bisa digunakan. Dulu
sempat tergenang lumpur tapi kini sudah kering. Meski
kuburan itu dilapisi lumpur namun penduduk masih bisa
menggunakannya. Sore sehari menjelang Ramadlan,
penduduk Besuki memadati kuburan berlumpur itu untuk
menjalankan tradisi nyekar dan mendoakan arwah
keluarga mereka.

Suroso adalah salah satu warga Besuki yang nyekar
sore itu. Tak hanya menjelang Ramadlan, biasanya,
Suroso ziarah ke makam orang tuanya setiap malam
Jumat.

“Ini sudah menjadi adat kebiasaan yang diharuskan
menjelang puasa dan Idul Fitri,” tutur Suroso. Dan
berapa besar kerugian atas hilangnya tradisi ini? Lapindo
tak bicara. Pemerintah pun bungkam.

                                                      [ba/re/mam]

Foto: Rahman
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Memasuki musim penghujan, warga
Desa Glagaharum dilanda kekuatiran.
Mereka harus melipatgandakan
kewaspadaan kalau-kalau lumpur melewati
tanggul dan masuk ke desa mereka.
Maklum, jarak desa ini tidak jauh dari
tanggul. “Seperti Dusun Kwaron itu, hanya
300 meter saja dari tanggul,” jelas Nuryadi

Ada saja usaha Lapindo untuk
mengulur pembayaran ganti rugi.
Bukan hanya mereka yang tidak
mengikuti skema Lapindo yang
dipermainkan, kelompok korban
yang “taat” dan mengikuti maunya
Lapindo juga harus menelan pil pahit.
Sajis (54) warga Desa Renokenongo
yang sampai sekarang masih tinggal

Protes . Jelas ini sikap warga Renokenongo ketika
melihat banyak alat berat milik BPLS bergerak guna
membuat tanggul baru di atas tanah mereka beberapa
waktu lalu. Mereka punya alasan kuat. “Warga ini tidak
mencari-cari masalah, kami cuma menuntut hak,” tutur
Juwito. Warga Renokenongo belum memperoleh sepeser
pun uang ganti rugi. “Bukan hanya kurang (pembayaran)
80 persen. (Uang muka) yang 20 persen saja masih ada
yang belum dibayar,” lanjut lelaki 58 tahun ini.

Ini artinya tanah yang akan diurug dan ditanggul masih
milik warga sendiri. Ada seratus keluarga lebih yang masih
tinggal di kampung itu. Meski punya alasan kuat semacam
itu, warga tetap saja diperlakukan seperti massa yang
hendak melakukan kejahatan. Ratusan polisi didatangkan

Meski ditetapkan Pemerintah berada di luar peta
terdampak, Desa Permisan nyata-nyata terkena dampak
yang menyengsarakan. Akibat Kali Porong tercemar
lumpur, tambak-tambak hancur. Ini tak lain karena sungai-
sungai di sekitar tambak turut tercemar. Di Desa Permisan,
90 persen dari total luas desa dan bertambak menjadi
tumpuan hidup warga. Muhammad Erik, salah seorang
petani tambak, merasakan betul kerugian itu.

Sebelum ada lumpur Erik bisa memanen 1 ton bandeng,
tapi kini hanya mampu memanen kurang dari separuhnya.
Dulu masa panen pun lebih pendek. “Kita bisa panen tiga
kali dalam setahun, sekarang kalau bisa dua kali saja sudah

Letak desa yang berbatasan dengan
Desa Renokenongo yang sudah mulai
ditanggul dan ditenggelamkan semakin
membuat was-was warga Glagaharum. “Kalau
malam, tidur tidak bisa nyenyak. Apalagi kalau hujan mulai
deras, kita harus jaga-jaga,” terang ayah satu anak ini.
Apalagi, sungai dan saluran irigasi tidak lagi berfungsi akibat
semburan lumpur Lapindo. “Sudah tertutup tanggul semua
sungai-sungainya,” sambung Nuryadi. Ini bikin potensi banjir
kian besar, dan warga makin cemas.

bagus,”  ujar Erik. Tambak-tambak itu mengandalkan aliran
air sungai. Sementara, air sungai itu sudah rusak. “Airnya
kehijau-hijauan dan baunya jadi banger, menyengat,” jelas
Erik. Akibatnya, pertumbuhan bandeng lambat, bahkan
lebih parah lagi, mudah mati.

Desa Permisan
Produksi Tambak Hancur

Desa Glagaharum

Hujan Dat ang,  Warga Kuatir Terkena Banjir

Sekitar Tanggul Renokenongo
Tidak Cari  Masalah,
Cuma Menuntut Hak

Pengungsi Pasar Baru
Sudah ‘Nurut’ Lapindo,
Masih Juga Belum Dibayar

di pengungsian Pasar Porong Baru merasakan betul ini. “Dulu
katanya pembayaran diberikan dua minggu setelah tanda
tangan PIJB (Perjanjian Ikatan Jual Beli), tapi nyatanya sampai
sekarang juga belum,” kata Sajis.

Dulu, Sajis dan warga Renokenongo menuntut gantirugi 100
persen tunai. Tapi akhirnya mereka menuruti maunya Lapindo
dengan mengikuti skema cash and resettlement. Pada 16
September 2008 lalu, Sajis menandatangani PIJB. Bila
mengacu pada janji Lapindo, mestinya dia sudah menerima
pembayaran pada awal Oktober. Namun Sajis justru mendapat
kabar yang semakin meresahkan: Lapindo kehabisan dana.
“Bosan kita sama omongan (Lapindo) yang tidak ada buktinya,”
ujar Sajis.

(38). Glagaharum dinyatakan berada di luar peta area
terdampak, sehingga tidak mendapatkan perlindungan apapun
dari Pemerintah, apalagi Lapindo.

dan dihadap-hadapkan pada
mereka. Warga bergeming.
“Yang pasti tidak boleh
nanggul sebelum (tanah
dan bangunan) warga
dibayar lunas,” tandas
Juwito lagi. Toh, tetap saja
warga tak berdaya, dan
mereka harus menyingkir
dari kampung mereka.

Foto-foto: Rere
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10 Oktober 2008
Renokenongo Dit anggul,
Warga Protes

Ratusan warga protes atas penanggulan yang
dilakukan BPLS di kawasan Renokenongo-
Glagaharum. Warga menghentikan truk dan
eskavator yang mulai beroperasi. Mereka menuntut
agar pembayaran ganti rugi dituntaskan terlebih
dahulu. “Warga iki kurang opo, warga kurang apa,
kami disuruh cash and carry kami ikut, cash and
ressetlement kami ikut, cash and relokasi kami ikut,
tapi tidak direalisasikan. Sekarang tanah kami
ditanggul, kami jangan dibodohi terus,” teriak Imron,
warga Renokenongo RT 17/04, di hadapan ratusan
polisi yang menghalau aksi.

Di lapangan ada Bajuri Edy Cahyono dari BPLS,
dan Suliono dari Minarak Lapindo Jaya. Saat diminta
untuk menghentikan penanggulan mereka tak bisa
berbuat apa-apa. “Saya hanya pelaksana, atasan saya
yang ambil keputusan. Saya sudah SMS Pak Sunarso
tapi belum dibalas,” kata Bajuri. Di Renokenongo,
masih tinggal seratusan keluarga, dan mereka belum
menerima gantirugi serupiah pun. “Kami belum
mendapatkan pembayaran dua puluh persen,” tutur
Samik (40 tahun). “Kalau ditanggul kami akan tinggal
di mana?” tambahnya.

24 Oktober 2008
Madrasah Khalid bin W alid
Akhirnya Pindah

Setelah ditelantarkan, Madrasah Khalid bin Walid
akhirnya pindah. Inisiatif muncul dari pimpinan sekolah
sendiri. Lapindo maupun Pemerintah tidak mengambil
tindakan apa-apa. “Tak ada perintah untuk pindah.
Yang disuruh pindah  hanya sekolah negeri,” tutur
Sudiono Akhmad  Rofiq, guru sosiologi MA dan juga
korban lumpur Lapindo dari desa Glagaharum RT
04/01.

Mereka memutuskan untuk pindah sendiri ke desa
sebelah timur mereka, Glagaharum. Lokasi barunya
sebuah gudang bekas milik toko bangunan Sakinah
kepunyaan Christina, istri mantan lurah Glagaharum.
Toko bangunan ini bangkrut setelah luapan lumpur,
tak lain karena di Glagaharum tak ada lagi yang
membangun rumah setelah luapan lumpur. Tempat
ini kotor dan berdebu. Meja-kursi sekolah ditata
berantakan. Tak ada sekat  masing-masing kelas.
Sementara ruang guru ditempatkan di bekas ruang
kecil bekas menyimpan semen.

27 Oktober 2008
Kasus Lapindo Butuh Advokasi
Internasional

Koordinator Human Rights Working Group (HRWG)
Rafendi Djamin mengatakan, kasus Lapindo membutuhkan
advokasi internasional misalnya dengan memberikan kesadaran
mengenai kasus tersebut kepada berbagai pihak di luar negeri.
“Harus dibangun argumen bahwa ada sebuah kasus yang harus
diperhatikan baik oleh sejumlah negara bersahabat atau para
pelapor khusus PBB,” kata Rafendi di Jakarta seperti dikutip
Antara.

Rafendi mengatakan lebih lanjut, advokasi dan lobi di tingkat
internasional pada masa lalu berhasil dalam mengubah sejumlah
kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional Freeport
di Papua. Rafendi juga menuturkan, penegakan HAM dalam
berbagai kasus pertambangan tidak hanya harus menjadi
perhatian Komnas HAM tetapi juga membutuhkan kerjasama
yang sangat erat dengan berbagai pihak penegak hukum lainnya.

28 Oktober 2008
Ahli Geologi Internaional: Semburan
Akibat Kesalahan Lapindo

Setelah melalui perdebatan panas, ahli geologi dunia
menyimpulkan, semburan lumpur di Sumur Banjar Panji
diakibatkan oleh kesalahan pengeboran PT Lapindo Brantas
Inc. Kesimpulan itu muncul pada Konferensi Internasional
American Association of Petroleum Geologists (AAPG) di Cape
Town, Afrika Selatan, 26-29 Oktober 2008. Dalam konferensi
tersebut, pembahasan lumpur Lapindo merupakan salah satu
tema terpenting. Bertajuk “Lusi Mud Volcano: Earthquake or
Drilling Triger”, pada Selasa 28 Oktober, sesi diskusi itu
menampilkan empat pembicara, yakni Dr.Adriano Mazzini dari
Unversitas Oslo, Nurrochmat Sawolo dari Lapindo, Dr. Mark
Tingay dari Universitas Curtin Australia, dan Prof. Richard
Davies dari Universitas Durham Inggris.

Diskusi berlangsung selama 2,5 jam. Setelah keempat
pembicara mempresentasikan argumen masing-masing, sesi
tanya jawab dibuka, lalu diakhiri dengan pemungutan suara
(voting). Dari proses pemungutan suara itu, 42 geologis
menyatakan pemboran sebagai penyebab semburan. Sisanya,
3 suara mendukung teori gempa Yogyakarta sebagai penyebab,
13 suara menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai
penyebab, dan 16 ahli menyatakan belum bisa mengambil opini.
“Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan
dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di
Sidoardjo adalah akibat kegiatan pemboran,” kata Rudi
Rubiandini dari Drilling Engineers Club (DEC) yang terlibat aktif
dalam konferensi tersebut.

Foto: Rahman
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Diasuh oleh Tim Advokasi Hukum
Posko Bersama Korban Lapindo HUKUM

Tanya:
Pihak Lapindo dan banyak kalangan menilai bahwa

Lapindo Brantas Inc (Lapindo) belum diputuskan
bersalah oleh pengadilan, tapi bersedia membayar ganti
rugi kepada korban lumpur Lapindo (khusus untuk yang
ada dalam peta terdampak 22 Maret 2007). Hal itu dinilai
sebagai ‘kebaikan’ atau itikad baik Lapindo.
Pertanyaannya, benarkah Lapindo tidak bersalah? Dan
benarkah benar-salahnya Lapindo harus menunggu
keputusan pengadilan?

Jawab:
Ada banyak fakta yang menunjukkan Lapindo

bersalah dalam proses pemboran. Fakta-fakta itu di
antaranya bahwa dalam proses pemboran di sumur BJP-
1 telah terjadi masalah: terjepitnya bor, dipotongnya pipa
bor, digunakannya blow out preventer (BOP) untuk
menutup tekanan gas dari bawah. Problem pemboran
tersebut juga tertuang dalam dokumen kronologi dan
perencanaan penanganan semburan lumpur yang dibuat
BP Migas dan Lapindo Brantas tertanggal 12 Juni 2006.

Sedangkan fakta tidak dipasangnya casing di
kedalaman tertentu dapat dilihat dari alat bukti surat
Medco kepada Lapindo, No. MGT-088/JKT/06, tertanggal
5 Juni 2006, yang menyatakan bahwa dalam technical
meeting tanggal 18 Mei 2006 Medco telah
memperingatkan agar dilakukan pemasangan casing 9-
5/8" di kedalaman 8.500 kaki untuk antisipasi potensi
masalah sebelum penetrasi ke formasi Kujung, sebagai
program yang telah disetujui. Tetapi operator pemboran
Lapindo tidak melaksanakannya.

Alat bukti lainnya adalah hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dalam laporannya tertanggal 29 Mei
2007, menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo itu
akibat kesalahan teknis dalam pemboran, termasuk
disebabkan peralatan serta tenaga pemboran yang tidak
memenuhi syarat teknis yang baik.

Tegasnya, secara hukum Lapindo dapat dinyatakan
bersalah dalam melakukan pemboran yang
mengakibatkan semburan lumpur itu, sekurang-
kurangnya dengan alat-alat bukti berikut. Pertama, alat
bukti surat berupa dokumen real time chart, daily drilling
report, SOP, dokumen audit BPK, surat Medco kepada
Lapindo, dokumen kronologi dan perencanaan
penanganan semburan yang dibuat Lapindo dan BP
Migas tanggal 12 Juni 2006, dan lain-lain surat. Kedua,
alat bukti keterangan para saksi pelaksana pemboran
dan korban yang saat itu berada di sekitar serta
mengetahui adanya kegiatan pemboran. Ketiga, alat

bukti keterangan ahli yang menjelaskan alat bukti surat-
surat tersebut.

Berbagai alat bukti tersebut telah memenuhi standard
degree of evidence, memenuhi prasyarat sebagai bukti
hukum, baik menurut hukum acara pidana, perdata dan
administrasi negara.

Pertanyaannya kemudian, apakah status bersalahnya
Lapindo harus menunggu keputusan pengadilan?
Jawabannya: tidak harus. Tindakan eksplorasi Lapindo
berada dalam wilayah kewenangan Direktorat Jendelar
Minyak dan Gas Kementrian ESDM. Salah satu
kewenangan Ditjen Migas menurut Keputusan Menteri
ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September
2003 adalah melakukan investigasi kecelakaan kegiatan
eksplorasi dalam rangka penentuan apakah berhubungan
dengan masalah pidana atau kecelakaan operasional.
Itu berkaitan dengan hukum administrasi negara
permigasan.

Jadi, selaku pejabat administrasi negara, Ditjen Migas
berwenang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran
yang dilakukan Lapindo, tanpa menunggu putusan
pengadilan.

Keputusan Ditjen Migas untuk menentukan ada atau
tidaknya pelanggaran dalam kasus pertambangan migas
seperti itu juga terkait dengan tindakan hukum
selanjutnya, entah itu dalam bidang hukum pidana
(dengan menyerahkan ke kepolisian) maupun pemberian
sanksi administrasi kepada pelaku usaha tambang migas
yang terbukti melanggar.

Dalam hukum lingkungan juga ditentukan wewenang
Gubernur (yang dapat diserahkan ke Bupati) untuk
melakukan paksaan pemerintahan agar penanggung
jawab usaha melakukan tindakan mencegah dan
mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi
akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran (pasal
25 UU No. 23 Tahun 1997). Artinya, Gubernur (juga
selaku pejabat administrasi Negara) berwenang menilai
ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus lingkungan
hidup, tanpa menunggu putusan pengadilan. Tentu saja
hal itu diputuskan melalui alat-alat bukti yang cukup
tersebut. *

Keputusan Lapindo Bersalah,
                       Haruskah Menunggu Pengadilan?

Foto: Rahman
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Ambang
Penantian

Foto: Dok Kanal / Rere, Jicek, Nizar. Teks: Rahman

Wajah-wajah itu
Dalam penantian yang kabur
Dalam sisa hari yang harusnya tak muram
Mereka masih harus berjuang menagih janji
Untuk penghidupan layak
Yang memang hak mereka
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Lapindo 101

Tentang Penyebab

 

encana semburan lumpur panas Lapindo
mengandung banyak sekali kontroversi. Salah
satu kontroversi yang paling banyak diangkat
adalah pemicu terjadinya semburan. Sebagian

besar ahli berpendapat, semburan dipicu oleh kesalahan
operasi yang dilakukan oleh Lapindo. Sementara
Lapindo berpendapat, semburan dipicu oleh gempa bumi
yang terjadi di Yogya, yang berjarak 300 kilometer dan
terjadi dua hari sebelumnya.

Pada bagian ini, Lapindo 101 akan membahas
tentang kontroversi pemicu semburan yang akhirnya
menjadi bencana akibat kesalahan manusia terbesar
yang pernah terjadi.

Kelalaian Operasional dari Lapindo?
Seperti dijelaskan dalam Lapindo 101 edisi pertama,

semburan lumpur panas Lapindo pertama kali keluar di
area sumur Banjar Panji 1, yang terletak di Desa
Renokenongo, Porong, Sidoarjo. Pada saat itu, Lapindo
tengah melakukan pengeboran di kedalaman 9.297 kaki.

Ternyata, operator pada saat itu tidak memasang
casing (selubung bor), mulai kedalaman 3.500 kaki.
Tidak memasang casing tentu saja akan menghemat
biaya, meskipun meninggalkan bahaya yang besar ketika
terjadi apa-apa di dalam upaya pengeboran. Kalau
terjadi loss (hilangnya lumpur dalam formasi), maka
tekanan tidak akan bisa dikontrol, sehingga akan
membahayakan dinding sumur, dan memungkinkan
terjadinya semburan liar, baik gas maupun lumpur..

Hal ini tampaknya disadari oleh salah satu pemegang
saham Lapindo. Seminggu sebelumnya, Medco sudah
menyampaikan surat keberatan terhadap Lapindo selaku
operator karena tidak memasang casing ini. Seperti
dijelaskan oleh para ahli yang tergabung dalam Drilling
Engineer Club, seorang praktisi pengeboran yang sudah
berpengalaman tentunya paham sekali akan resiko tidak
memasang casing.

Dan kekuaatiran Medco ini kemudian terbukti. Pada
kedalaman 9.297 kaki, terjadi loss and kick (masuknya
cairan formasi ke dalam lubang bor) yang melebihi
MASP (maksimum tekanan di permukaan yang
diperbolehkan). Dan karena terdapat dinding sumur
sepanjang 5.717 kaki atau sekitar 1.750 meter yang tidak
terpasang pipa, tekanan akhirnya mampu meretakkan
batuan yang kebetulan belum ditutup pipa pelindung
casing tersebut. Selanjutnya saluran hasil rekahan
tersebut menjadi saluran bagi air-asin-panas dari dasar
sumur naik ke permukaan secara tidak terkontrol.
Dalam perjalanan menuju permukaan, cairan tersebut

menggerus tanah liat sehingga di permukaan
menghasilkan lumpur yang menyembur.

Lubang sumur sendiri tersumbat oleh mata bor yang
gagal ditarik ke atas ketika terjadi loss, dan ditutup
dengan BOP (Blow Out Preventer), sehingga lumpur
kemudian menimbulkan rekahan di dinding sumur pada
kedalaman 3.580 – 4.241 kaki. Melalui rekahan itulah
lumpur kemudian muncul ke permukaan tanah 150 meter
dari sumur yang dibor, bukan melewati lubang sumur
(karena lubangnya tersumbat mata bor dan ditutup
BOP).

Meskipun telah terjadi semburan, hal itu masih
sebenarnya bisa diatasi seandainya Lapindo melakukan
penanganan yang tepat. Kesalahan utama dalam
penanganan yang dilakukan oleh Lapindo adalah
ditariknya rig pengeboran dari lokasi pada tanggal 3 Juni
2006, sehingga menyulitkan dan memperlambat proses
mematikan semburan. Selain itu, beberapa upaya lainnya
juga tidak tuntas karena Lapindo lambat mengucurkan
dana.

Semua temuan ini didapat oleh Tim Investigasi
Lumpur Lapindo, yang dibentuk oleh BP Migas dan
dipimpin oleh Dr Rudi Rubiandini. Artinya, tim ini
merupakan tim resmi bentukan pemerintah dengan
otoritas untuk memeriksa data-data pengeboran dari
operator. Data-data yang dianalisa dan dipakai dasar
adalah data-data daily drilling log yang juga
diserahkan oleh Lapindo sendiri kepada kepolisian
daerah Jawa Timur (Polda Jatim), ketika operator
Lapindo diperiksa.

Atas dasar kajian Tim Independen bahwa kesalahan
prosedur Lapindo inilah yang menyebabkan semburan,
sehingga kemudian Lapindo oleh pemerintah
diperintahkan untuk bertanggungjawab atas semua biaya
dan kerugian yang disebabkan oleh bencana ini. Dan
(pada saat itu), Lapindo menerima fakta tersebut.
Bahkan salah satu pemilik kelompok usaha Bakrie,
Nirwan Bakrie, di depan wapres dan ribuan korban di
Pasar Baru Porong, menyanggupi untuk mengganti
semua kerugian yang timbul akibat semburan lumpur
(lihat Lapindo 101 edisi 04).

Gempa Bumi, Upaya Menghindar dari Tanggung
Jawab

Sampai kemudian, semburan ternyata terus
membesar, sehingga menyebabkan area terdampak terus
meluas dan kerugian semakin menumpuk. Lapindo mulai
melontarkan wacana, semburan lumpur tersebut dipicu
oleh gempa Yogya. Pada awalnya, pendapat Lapindo ini

SemburanSemburanSemburanSemburanSemburan

BBBBB
SemburanSemburanSemburanSemburanSemburan
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Jika:

Tidak Salah

www.korbanlumpur.info
www.korbanlapindo.net

KlikKlikKlikKlikKlik Anda tidak puas pemberitaan
lumpur Lapindo di media Massa

Anda bosan di jejali berita yang
baik-baik saja

Anda ingin tahu kehidupan nyata
dan suara lain korban Lapindo

tidak disampaikan secara terbuka.
Pada dasarnya, gempa berkekuatan 6,3 skala richter

tersebut mengaktifkan batuan (liquifaksi) yang ada di
sesar atau patahan Watukosek yang melewati area
pengeboran. Akibatnya, cairan yang ada di dalam tanah
terdorong naik ke permukaan, sehingga mengakibatkan
semburan lumpur. Hal ini terbukti, menurut Lapindo,
dengan keluarnya lumpur yang tidak persis di lubang
sumur.

Kemudian, beberapa pakar memperkuat pendapat
Lapindo ini. Tetapi sebagai catatan, meskipun mereka
memang akademisi, tidak ada satupun argumen yang
dipakai untuk mendukung pendapat Lapindo ini
diterbitkan di jurnal ilmiah. Mereka menggunakan
makalah seminar atau simposium sebagai sarana untuk
membuktikan bahwa pendapat mereka terpublikasikan
secara ilmiah.

Meski begitu, Lapindo semakin bersikukuh dengan
pendapatnya sejalan dengan semakin melunaknya sikap
pemerintah pusat (keluarnya Perpres 14/2007 yang
membatasi tanggungjawab mereka) dan semakin
surutnya langkah penegak hukum (tidak kunjung
diajukannya berkas perkara penyelidikan kasus pidana
semburan lumpur Lapindo ke pengadilan).

Gaya Lapindo tidak berubah, bahkan ketika semakin
banyak hasil investigasi dan kajian lebih lanjut yang
memperkuat temuan Tim Investigasi Lumpur Lapindo,
bahwa penyebab semburan adalah kesalahan
pengeboran. Sebut misalnya hasil pemeriksaan BPK,
kajian dari Bappenas, maupun beberapa kajian dari
sejumlah pakar geologi yang hasilnya dipublikasikan di
jurnal ilmiah bertaraf internasional (setelah tentunya
dinilai oleh panel para ahli lainnya).

Alasan yang kerap diungkapkan oleh pihak Lapindo
adalah, para pakar yang menganggap Lapindo bersalah
tidak mendasarkan kajiannya pada data yang akurat.
Lapindo selalu berkeras, hanya mereka yang memegang
data lapangan, dan kalau data tersebut dikaji dengan
benar, akan ditemukan bahwa tidak ada masalah dengan

pengeboran yang mereka lakukan.
Namun anehnya, mereka tidak pernah mau membuka

data tersebut untuk dibuka dan dianalisa bersama-sama
oleh para pakar. Permintaan yang terkenal datang dari
Dr. Andang D Bachtiar, yang meminta agar Lapindo
membuka data, lalu para pakar dikurung selalu 3 hari 3
malam untuk menganalisa data tersebut untuk mencari
penyebab semburan. Tetapi permintaan dari para ahli
yang geologi untuk melakukan kajian dari data tersebut
tidak pernah digubris.

Konferensi Internasional yang Menuntaskan
Perdebatan

Sampai kemudian, ada dua event ilmiah di bidang
ilmu kebumian (geosciences) berskala internasional yang
diselenggarakan di London, Inggris dan Cape Town,
Afrika Selatan, dalam waktu yang berdekatan di akhir
Oktober 2008. Kedua konferensi ini menyediakan sesi
khusus untuk membahas pemicu semburan Lumpur
Lapindo. Diundang dua kubu yang selama ini
berseberangan, baik pendukung argument kesalahan
pengeboran maupun karena gempa.

Dan hasilnya, seperti sudah banyak diduga
sebelumnya, sebagian besar para ahli menganggap
bahwa penyebab semburan adalah kesalahan
pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Setelah sesi
presentasi yang diikuti oleh diskusi selama dua setengah
jam lebih, akhirnya disepakati dilakukan pemungutan
suara alias voting, karena masing-masing pihak
bersikukuh dengan pendapatnya.

Dari 74 ahli yang mengikuti voting, 42 ahli
menyatakan setuju terhadap pendapat bahwa semburan
diakibatkan oleh kesalahan pengeboran, 13 setuju kalau
penyebabnya adalah kombinasi, dan 16 menyatakan
belum bisa menyimpulkan. Sedangkan pendapat yang
menganggap bahwa penyebab semburan adalah gempa
Yogya hanya 3 orang, yang ketiganya merupakan
presenter dari para karyawan Lapindo sendiri.

Dari situ, kiranya jelas apa pemicu dan penyebab
sesungguhnya dari semburan lumpur maut itu. *

Lapindo 101


